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Yoyok Subiyanto. S351602050. NILAI KEPASTIAN HUKUM DALAM 
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
ATAS WARIS DI KABUPATEN NGAWI. Program Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan ditulisnya tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis penyebab 
terjadinya dan kebijakan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi atas Kepastian Nilai 
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris. 
Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan, 
wawancara, studi pustaka dan studi lapangan dengan mencari tahu bagaimana 
Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena 
Warisan di Kabupaten Ngawi. Metode analisis data menggunakan beberapa 
tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir mengambil 
simpulan. Mengenai Pengenaan BPHTB diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 
Nomor 19 Tahun 2010 bahwa NPOP atas waris adalah nilai pasar. Dalam 
pelaksanaan pemungutan dan atau pembayaran Bea Perolehan Hakatas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB)masih menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dalam 
peristiwa hukum peralihan hak atas tanah karena Waris, yang seringkali tidak 
paham dengan ketentuan dalam hal cara pemungutan dan cara penentuan besarnya 
BPHTB yang harus mereka bayarkan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan lain 
yang digunakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dalam menentukan 
besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) karena waris. Ketidak tahuan 
masyarakat tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pembayaran Pajak 
BPHTB terutama karena waris di Kabupaten Ngawi. Perbaikan yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah dengan segera mengeluarkan 
petunjuk pelaksanaan dalam menetapkan atau cara menghitung jumlah pajak yang 
terutang apabila terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang dilatarbelakangi dengan 
peristiwa warisan. 
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The purpose of this thesis is to know and analyze the cause and the policy of 
Ngawi District Financial Institution on the Certainty of Value of Tax on 
Acquisition of Land and Building Rights due to Inheritance. This research is 
empirical. Methods of data collection using, interview, literature study and field 
study by finding out how the Implementation of Acquisition of Acquisition of Land 
and Building Rights Due to Heritage in Ngawi District. Methods of data analysis 
using several stages starting from data collection, data analysis and last take the 
conclusion. Regarding the Implementation of BPHTB regulated in Law No. 
28/2009 on Regional Tax and Levy, Regional Regulation of Ngawi Regency 
Number 19 Year 2010 that the NPOP of inheritance is the market value. In the 
execution of collection and or payment of Tax on Land and Building Acquisition 
(BPHTB) still raises problems for the community in the event of law over land 
rights transfer due to Waris, who often do not understand the provisions in terms 
of how to collect and determine the amount of BPHTB they have to pay. This is 
due to the existence of other policies used by the Ngawi District Finance Agency 
in determining the amount of Object Tax Acquisition (NPOP) due to inheritance. 
The ignorance of the community becomes an obstacle in the implementation of 
Tax Payments BPHTB mainly due to inheritance in Ngawi District. Improvement 
must be done by the Government of Ngawi District is to immediately issue 
implementation instructions in determining or how to calculate the amount of tax 
payable in case of legal events backdropped with inherited events. 
 
Keywords: Value Certainty; BPHTB on Inheritance 
 
